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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang Masalah 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan 
institusi yang memegang tanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas dan 
tanggung jawab yang dimiliki oleh BPKP sesuai dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 yaitu melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara dan daerah, serta 
pembangunan nasional. Auditor internal, khususnya pada BPKP, mempunyai 
peranan yang sangat penting terkait sistem pengendalian intern suatu institusi. 
Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan mengenai pentingnya fungsi auditor 
internal khususnya pada institusi pemerintah.  
De Angelo (1981) dalam Mulyadi (2011) menyebutkan kualitas audit 
sebagai kemungkinan auditor dalam mendeteksi serta mengungkapkan salah saji 
material di dalam laporan keuangan. Dalam penelitian Badjuri (2012) disebutkan 
bahwa kualitas audit merupakan pelaporan kelemahan pengendalian intern serta 
kepatuhan terhadap peraturan, klarifikasi pejabat yang memegang tanggung 
jawab, tidak mengungkapan informasi yang dilarang, pengiriman laporan hasil 
audit, serta tindak lanjut atas rekomendasi auditor berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 
2 
 
 
Kualitas audit harus selalu dijaga dengan mempertahankan profesionalisme 
dan kepercayaan di mata masyarakat. Namun kenyataannya, BPKP sering 
mendapatkan gugatan hukum yang bertujuan untuk mementahkan hasil auditnya. 
Salah satu contohnya yaitu hasil audit investigasi BPKP terhadap perkara dugaan 
korupsi APBD 2004 Kota Cirebon senilai 4,9 milyar Rupiah yang melibatkan 30 
tersangka anggota DPRD Kota Cirebon. Hasil audit tersebut dinilai tidak valid 
disebabkan BPKP tidak melakukan klarifikasi atau meminta keterangan atas hasil 
temuan kepada pihak yang diaudit atau pihak terkait. Menurut aturan dalam 
melakukan audit investigasi harus ada klarifikasi dari pihak terkait karena audit 
investigasi memuat 2 (dua) laporan yakni laporan hasil pemeriksaan tim audit dan 
juga keterangan dari pihak yang diaudit. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
salah satu unsur standar audit yang tidak terpenuhi, sehingga hasil audit BPKP 
dinilai tidak valid (www.pikiran-rakyat.com). Sebagaimana diberitakan juga, 
kasus tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Pengadilan Negeri Cirebon hingga 
memvonis mantan anggota DPRD Kota Cirebon periode 2004-2009 
(daerah.sindonews.com).  
Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, gugatan terhadap hasil audit 
menunjukan adanya keraguan terhadap kualitas audit yang dihasilkan. Terlihat 
dari masih adanya hasil audit investigasi yang dinyatakan tidak valid atau tidak 
sah. 
Audit dinyatakan berkualitas bila standar auditing dan juga standar 
pengendalian mutu dipenuhi (SPAP, 2011). Peraturan Menteri Negara 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 menyebutkan 
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bahwa penilaian kualitas audit terhadap laporan keuangan harus memenuhi 
Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang tertera dalam Peraturan 
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017.  
Kualitas audit termasuk isu yang kompleks, hal ini disebabkan begitu 
banyaknya faktor yang dianggap memengaruhi kualitas audit tergantung dari 
perspektif berbagai pihak. Faktor tersebut di antaranya adalah pengalaman audit 
dalam penelitian Sukriah et al. (2009), Badjuri (2012), Bolang et al. (2013), 
Saputra (2016); batasan waktu dalam penelitian Sososutikno (2003), Nataline 
(2007), Pratomo (2013), dan Saputra (2016); pengetahuan akuntansi dan auditing 
dalam penelitian Mardisar dan Sari (2007), Masrizal (2010), Salsabila dan 
Prayudiawan (2011), dan Saputra (2016); dan kualitas tim dalam penelitian 
Nugroho dan Jatiningsih (2013) dan Pratama (2016).  
Faktor pertama yang diduga mempengaruhi kualitas audit adalah 
pengalaman. Standar umum dalam Standar Profesional Akuntan Publik 
menyatakan auditor diharuskan mengantongi pengalaman kerja yang memadai 
dan memenuhi kualifikasi teknis, serta mempunyai pengalaman untuk industri-
industri yang mereka audit (Arens dan Loebbecke, 2009).  
Penelitian Sukriah et al. (2009), Bolang et al. (2013), serta Saputra (2016) 
menyatakan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas hasil audit. 
Jika pengalaman audit bertambah tinggi, maka kualitas audit yang dihasilkan pun 
makin tinggi. Kualitas audit ditentukan oleh pengalaman yang dimiliki auditor 
mencakup lamanya bertugas sebagai auditor, banyaknya melakukan audit, serta 
lama waktu pelaksanaan audit (Saputra, 2016). Berbeda dengan penelitian Badjuri 
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(2012) yang menyebutkan pengalaman kerja audit tidak berpengaruh terhadap 
kualitas hasil pemeriksaan.  
Faktor kedua yang diduga mempengaruhi kualitas audit adalah batasan 
waktu. Auditor dituntut bekerja ekstra agar dapat memenuhi target waktu 
pemeriksaan tanpa harus mengorbankan kualitas audit. Perwakilan BPKP Provinsi 
Jawa Barat memiliki 136 auditor yang dibagi ke dalam tim-tim dengan wilayah 
kerja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat sejumlah 28 (dua puluh delapan) 
pemerintah daerah. Bentuk penugasan yang dilaksanakan meliputi Kegiatan 
Pembinaan kepada Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, dan Pihak lainnya; Audit 
pada Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, BUMN, Badan Usaha Lainnya, dan 
Audit Investigatif. Sehingga wajar apabila ada tim audit yang harus melakukan 
audit tertentu pada satu kabupaten/kota dengan waktu yang sedikit.  
Penelitian Sososutikno (2003) mengungkapkan bahwa tekanan anggaran 
waktu secara langsung tidak memiliki hubungan negatif terhadap kualitas audit. 
Hasil ini tidak sama dengan penelitian Nataline (2007), Pratomo (2013) dan 
Saputra (2016) yang menunjukan batasan waktu berpengaruh secara negatif 
terhadap kualitas audit.  
Faktor ketiga yang diduga memengaruhi kualitas audit yakni pengetahuan 
akuntansi dan auditing. Pengetahuan akuntansi dan auditing digunakan sebagai 
pedoman auditor untuk melakukan audit terutama audit laporan keuangan. Standar 
Profesional Akuntan Publik yang membahas standar umum menyatakan bahwa 
pelaksanaan audit harus dilaksanakan oleh auditor yang mempunyai keahlian serta 
struktur pengetahuan yang memadai. Penelitian Mardisar dan Sari (2007), 
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Masrizal (2010), Salsabila dan Prayudiawan (2011), dan Saputra (2016) 
menunjukan adanya pengaruh positif signifikan antara pengetahuan audit terhadap 
kualitas audit.  
Selain faktor pengalaman audit, batasan waktu, serta pengetahuan akuntansi 
dan auditing, kualitas dari tim diduga mampu memengaruhi kualitas audit. 
Penelitian terdahulu Nugroho dan Jatiningsih (2013) mengenai dinamika tim 
menunjukkan bahwa dinamika tim yang diukur menggunakan komunikasi dan 
efektifitas penggunaan waktu oleh tim audit berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kualitas audit. Hasil penelitian tersebut juga ditegaskan oleh penelitian 
Pratama (2016) yang menyebutkan bahwa kualitas tim berpengaruh positif 
terhadap kualitas audit. Semakin tingginya kualitas tim audit, maka kualitas audit 
yang dihasilkan akan bertambah tinggi.  
Berdasarkan pada penelitian-penelitian di atas, peneliti terdorong untuk 
meneliti tentang kualitas audit yang dipengaruhi oleh pengalaman audit, batasan 
waktu, pengetahuan akuntansi dan auditing, serta kualitas tim audit pada 
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. 
 
1.2.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah  penelitian 
adalah sebagai berikut ini. 
1. Apakah pengalaman audit berpengaruh terhadap kualitas audit? 
2. Apakah batasan waktu berpengaruh terhadap kualitas audit? 
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3. Apakah pengetahuan akuntansi dan auditing berpengaruh terhadap kualitas 
audit? 
4. Apakah kualitas tim berpengaruh terhadap kualitas audit? 
 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
1. memperoleh bukti empiris pengaruh pengalaman audit terhadap kualitas audit 
di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, 
2. memperoleh bukti empiris pengaruh batasan waktu terhadap kualitas audit di 
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, 
3. memperoleh bukti empiris pengaruh pengetahuan akuntansi dan auditing 
terhadap kualitas audit di Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat, dan 
4. memperoleh bukti empiris pengaruh kualitas tim terhadap kualitas audit di 
Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat. 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai 
pihak, di antaranya adalah sebagai berikut ini. 
a. Bagi BPKP khususnya Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 
mengevaluasi  kinerja guna meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. 
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b. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan tentang masalah 
kualitas audit serta referensi pengembangan dan tambahan bukti empiris bagi 
peneliti lainnya. 
 
1.5.   Orisinalitas Penelitian 
Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yaitu penelitian tentang 
pengaruh batasan waktu, pengetahuan akuntansi dan auditing, serta pengalaman 
pada kualitas audit di BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta, yang dilakukan oleh 
Saputra (2016). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang 
melakukan penelitian di BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah 
penelitian sampel yang diteliti sebanyak 53 auditor. Selain perbedaan obyek 
penelitian yaitu auditor di BPKP Provinsi Jawa Barat dengan jumlah pengamatan 
136 auditor, penelitian ini juga menambah variabel kualitas tim audit sebagai 
variabel independen.  
Penelitian tentang kualitas tim audit pernah dilakukan oleh Nugroho dan 
Jatiningsih (2013) mengenai dinamika tim dan kualitas audit dan Pratama (2016) 
tentang pengaruh kompetensi, independensi, dan kualitas tim audit terhadap 
kualitas audit. Jadi, dapat dikatakan bahwa penelitian ini orisinal karena berbeda 
dengan penelitian sebelumnya. 
